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ABSTRAK :

Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan
Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung
penyusunan Laporan Keuangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib
menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAl) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
Bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas
Sub Baglan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, dipandang perlu untuk
membentuk Tim Penilai Kegiatan;

Bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penilai Kegiatan sebagaimana tersebut pada
huruf e di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
6263); Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah



Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 008/PW.02.7-Kpt/3209/Sek-
Kab/I/2021 diatur tentang :

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Tim Penilai
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon :

i—ﬁo. ] Nama - Jabatan
1 i Drs. Arif Hidayat, MM. | Penanggung Jawab |
2 Ruly Ruslian Fauzi, SE. Ketua
3 Hendra Gunawan, S.IP. Sekretaris
4 Sonang Mauludin Malik, SH. Anggota

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
tanggal 26 Januari 2021
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